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ABSTRAK 
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A.  Nama Penulis                     : Satrio Nugroho 

B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516132 

C. Judul Skripsi                      : PERTANGGUNG JAWABAN 

PIDANA PELAKU PENAMBANGAN 

ILLEGAL YANG 

MENGAKIBATKAN KERUSAKAN 

LINGKUNGAN DI BANYUASIN 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

(Studi Kasus Pengadilan Negeri 

Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-

PN Pkb/2022) 

D. Jumlah Halaman            : Halaman Pengantar 13, Halaman Isi 

74, Tahun 2023 

E. Isi Abstrak                 : Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan 

kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau 

pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam 

melakukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin 

Pertambangan Batuan berdasarkan Asas Sentralitas. Hal ini menimbulkan 

permasalahan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 

dalam memberikan perizinan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan 

Usaha Pertambangan. Pemberian perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah 

pusat dan daerah memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha pertambangan dan 

lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak adanya tumpang tindih pemberian 

perizinan adalah Kerusakan lingkungan hidup. Adapun dalam penelitian ini akan 

membatasi pada rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengaturan penerbitan dan 

pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin 

Pertambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 

tentang pertambangan mineral dan batubara? Bagaimana alasan pertimbangan 

hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022? 

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif, Kegiatan 

Pertambangan tanpa adanya Izin usaha Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan 

mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban 

pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan adanya ancaman pidana 

bagi yang tidak memiliki izin pertambangan.  

Kata Kunci: Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Surat Izin Pertambangan 

Batuan Dan Pascatambang. 
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F. Daftar Pustaka               : Buku, Peraturan Perundang –

undangan, Jurnal, dan Situs Internet. 

G. Dosen Pembimbing        : Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., 

M.H. 
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D.  Number of Pages                : Introduction Page 13, Contents Page 
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E.  Contents of the Abstract   : Mining is part or all of the stages of activity in 

the framework of managing and exploiting minerals or coal which includes 

general investigations, exploration, feasibility studies, construction, mining, 

processing and/or refining or development and/or utilization, transportation and 

sales, as well as post-mining activities. In issuing Mining Business Permits for 

Production Operations and Rock Mining Permits based on the Centrality 

Principle. This raises issues of authority between the central government and 

regional governments in granting permits for people who will carry out Mining 

Business activities. The granting of overlapping licenses between the central and 

regional governments has had a negative impact on mining business actors and 

the surrounding environment. One of the impacts of overlapping licensing is 

environmental damage. As for this research, it will limit itself to the formulation 

of the problem, namely how to regulate the issuance and supervision of 

Production Operation Mining Business Permits and Rock Mining Permits (SIPB) 

based on Law Number 03 of 2020 concerning mineral and coal mining? What are 

the reasons for the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 

167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022? This legal research uses a juridical-normative research 

method. Mining activities in the absence of a Mining business permit and Mining 

Permit have very significant implications for mining liability for environmental 

damage and the existence of criminal penalties for those who do not have a mining 

permit. 
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 Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya, penelitian skripsi ini dapat Penulis selesaikan guna 

sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

Universitas Nasional. Dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, penulis 
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LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN  

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN 
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1. Allah SWT, yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta kasih sayang 
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